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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIFT™XTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 17" Tentang Penyelenggara
Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi
Penerbangan telah mengatur mengenai persyaratan
kinerja, prosedur Pemeliharaan dan pelaporan fasilitas
telekomunikasi penerbangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Teknis dan
Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
172-03 (Manual of Standard Part 172-03) Persyaratan
Kinerja, Prosedur Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas
Telekomunikasi Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2("% tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);






KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan harus
menyesuaikan dengan ketentuan Keputusan Direktur
Jenderal ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan
Direktur Jenderal ini berlaku.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
ini berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubur in
Udara Nomor KP 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis
Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan  Sipil
Bagian 171-12 (Advisory Circular Part 171-12) Prosedur
Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Telekomunikasi
Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2075

Plt. DIREKTUR ¢ _.NDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.
LUKMAN F. LAISA

:ngan aslinya
akum,
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PENDAHU" JJAN

Plt. D.

Standar Teknis dan Operasi ini ditetapkan
untuk menjadi pedoman untuk persyaratan
kinerja, prosedur pemeliharaan dan pelaporan
fasilitas telekomunikasi penerbangan yang
wajib  digunakan oleh penyelenggara
pelayanan telekomunikasi penerbangan.

Standar Teknis dan Operasi ini harus
digunakan  sejalan dengan = peraturan
perundang-undangan yang terkait.

Dengan disetujuinya Standar Teknis dan
Operasi ini, ma' Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor KP 35 Tahun 2019
tentang Pedoman = Teknis  Operasional
Peraturan Keselamatan Penerbangan pil
Bagian 171-12 (Advisory Circular Part 171-12)
Prosedur Pemeliharaan dan  Pelaporan
Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Amandemen Standar Teknis dan Operasi ini
hart memperoleh persetujuan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara.

tKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

1gan aslinya
<um,
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Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Akurasi adalah tingkat nilai yang diukur atau ditampilkan oleh jasa
pelayanan atau fasilitas sesuai nilai sebenarnya.

Integritas (Integrity) adalah tingkat keyakinan terhadap kebenaran
informasi yang diberikan oleh peralatan termasuk didalamnya
kemampuan Penyelenggara Pelayanan untuk memperingatkan
pemakai secara cepat ketika pelayanan set ~ “inya tidak digunakan.
Ketersediaan (Availability) adalah persentase lamanya operasi
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan atau pelayanan pendukung
tanpa adanya gangguan.

Kegagalan Fasilitas (Facility Failure) adalah setiap kejadian tak
terduga dalam periode operasional yang secara signifikan
menyebabl  fasilitas tidak dapat memberikan pelayanan dalam
toleransi yang ditentukan.

Keandalan (Reliability) adalah probabilitas kinerja pelayanan
atau fungsi-fungsi pelayanan tanpa adanya kegagalan pada periode
tertentu.

Kontinuitas (Continuity) adalah kemampuan dalam menjalankan
fungsinya tanpa gangguan yang dijadwalkan selama operasinya.
Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu ’ ‘ntas
dan Telekomunikasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Manual
Operasi adalah manual yang disusun dan dipelihara oleh
penyelenggara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan
lalu lintas dan telekomunikasi penerbar in.

Mean Time Between Failure (MTBF) adalah waktu aktual operasional
fasilitas dibagi dengan total jumlah Kegagalan Fasilitas selama
periode yang ditetapkan.

Mean Time To Repair (MTTR) z-”-'ah waktu rata-rata yang
dibutuhkan dalam melakukan perbaikan kerusakan sampai
peralatan tersebut dapat beroperasi normal kembali.

Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan adalah pelayanan
telekomuni'-~3i penerbangan yang menggunakan fasilitas berbasis
di darat atau menggunakan satelit.

Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, analisa dan
perencanaan fasilitas telekomunikasi penerbangan ¢-'am rangka
mempertahankan kemampuan, kapasitas dan kualitas fasilitas
telekomunikasi penerbangan.

Pengujian adalah pengukuran spesifik atau peme " aan kinerja
fasilitas yang dapat menjadi bagian dari inspeksi.

Penyelenggara  Pelayanan  Manajemen Lalu Lintas dan
Telekomunikasi Penerbangan  yang selanjutnya  disebut
Penyelenggara Pelayanan adalah Lembaga yang menyelenggarakan
pelayanan lalu lintas dan fasilitas telekomunikasi penerbangan.
Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan yang selanjutnya
disebut Personel Teknik adalah personel yang berlisensi atau
bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang teknik
telekomunikasi penerbangan.

Direkt Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara



1.2

RUANG LINGKUP

Standar Teknis dan Opers ini mengatur mengenai hal-hal sebagai
berikut:

persyaratan kinerja fasilitas telekomunike = penerbangan;
Pemeliharaan dan evaluasi fasiltas telekomunikasi penerbangan;
buku catatan fasilitas (Facility Log Book); dan

pelaporan hasil evaluasi kinerja dan Pemeliharaan fasilitas
telekomunikasi penerbangan.

/0o
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JENIS FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBAGAN

Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan terdiri dari:

a. kelompok fasilitas komunikasi penerbangan;

b. kelompok fasilitas navigasi penerbangan;

c. kelompok fasilitas pengamatan penerbangan; dan
d. kelompok fasilitas data proc:  sing/ automation.

Kelompok fasilitas komunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud

pada butir 2.1.1 huruf a antara lain:

a. Very High Frequency Air to Ground Communication (VHF A/ G) pada
AFIS, TWR, APP, ACC dan Extended Range (ER);

b. Voice Switching Communication System,

c. Very High Frequency Data Link;

d. Aeronautical Telecommunication Network;

e. ATS Interfacility Data Communication;

f.  Automatic Terminal  Information System (ATIS)/ Datalink
Automatic Terminal Information System (D-ATIS]);

g. High Frequency (HF) Air to Ground Communication;,

h. Voice Recorder,

i. High Frequency — Single Side Band (HF-SSB);

j. Teleprinter; dan

k. Peralatan komunikasi Ground to Ground antara lain meliputi Direct

Speech, jaringan komunikasi domestik dan jaring 1 komunikasi
internasional.

Kelompok fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada
butir 2.1.1 huruf b antara lain :

Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR);

Distance Measuring Equipment (DME);

Instrument Landing System (ILS);

Microwave Landing System (MLS);

Global Navigation Satellite System (GNSS);

Ground Based Augmentation System (GBAS); dan

Non Directional Beacon/ Locator (NDB).

®ooe oo o

Kelompok fasilitas pengamatan penerbangan sebagaimana ¢‘—aksud
pada butir 2.1.1 huruf ¢ antara lain :

a. Primary Surveillance Radar,

b. Secondary Surveillance Radar (SSR) atau Monopulse Secondary
Surveillance Radar (MSSR);

Multilateration System (MLAT);

Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB);

Automatic Dependent Surveillance Contract (ADSC);

Surface Movement Radar (SMR); dan

g.  Precission Approach Radar (PAR).

oo

Kelompok fasilitas data processing/ automation sebagaimana
dimaksud pada butir 2.1.1 huruf d antara lain :
a. ATC Automation (termasuk FDPS-RDPS, CBT, CPDLC, AIDC);
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2.3

2.4

-11-

b. Mes je Handling System (Teleprinter, Automatic Message
Switching Centre, Automatic Handling System);

c. Advance Surface Movement Guidance & Control System (A-
VIGCS); dan

d. AIM Automation.

Selain fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada butir 2.1, fasilitas penunjang untuk Pelayanan Telekomunikasi
Penerbangan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan
harus dipelihara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Penyelenggara  Pelayanan harus mengoperasi’ 1 fasilitas
telekomu - tasi penerbangan yang memer--*i persyaratan kinerja.

Standar kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan I ——us
sesuai dengan persyaratan sebagainr a tercantum dalam Lampiran
II huruf A Keputusan Direktur Jenderal ini.
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KETENTUAN UMUM

Dalam rangka mempertahankan standar kinerja sebagaimana
dimaksud pada butir 2.4 Penyelenggara Pelayanan harus melakukan
Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan

Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada butir 3.1.1 bertujuan untuk:

a. menjamin Ketersediaan (Avaibility);

b. menjamin Keandalan (Reliability) dengan memperpanjang Mean
Time Between Failure (MTBF);

memperpendek Mean Time To Repair (MTTR);

mencegah fasilitas tidak berfungsi sesuai standar;

mencegah terjadinya kegagalan operasi; dan

mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

"o a0

Untuk mencapai tujuan Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2, Penyelenggara
Pelayanan paling sedikit harus menyiapkan:

sumber daya manusia;

biaya Pemeliharaan peralatan;

suku cadang;

alat-alat kerja, alat-alat ukur, dan alat-alat Pengujian;

fasilitas penunjang pelayanan telekomunikasi penerbangan;
dan

f. Manual Operasi dan dokumen teknis.

© oo

Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada butir 3.1.1, dilakukan oleh Personel yang mer-""iki
lisensi dan rating teknik telekomunikasi penerbangan yang sah dan
masih berlaku.

Penyelenggara Pelayanan dalam melaksanakan Pemeliharaan fasilitas
telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1
dapat bekerjasama dengan:

Instansi Pemerintah;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Hukum Indonesia;

Perguruan Tinggi; dan

Personel Teknik secara perorangan.

o poop

KEGIATAN PEMELIHARAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI
PENERBANGAN

Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada butir 3.1.1 dilaksanakan melalui kegiatan:

a. perencanaan Pemeliharaan;

b. pe' %sanaan Pemeliharaan; dan

c. pencatatan riwayat Pemeliharaan.
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Perencanaan Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 huruf a meliputi unsur-unsur
sebagai berikut:

a. penyediaan Personel Teknik, meliputi:

1) jumlah personel; dan

2) kompetensi personel.

penjadwalan Pemeliharaan;

pembiayaan Pemeliharaan;

penyediaan suku cadang;

penyediaan alat-alat kerja, alat-alat ukur, dan alat-alat Pengujian;
dan

f.  pengusulan pengadaan fasilitas.

°opo o

Pelaksanaan Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 huruf b, paling sedikit terdiri
darti:

a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance); dan

b. pemeliharaan perbaikan (corrective maintenance).

Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) sebagaimana
dimaksud pada butir 3.2.3 huruf a merupakan kegiatan Pemeliharaan
yang dilakukan oleh Penyeleng ira Pelayanan untuk
mempertahankan kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan.

Kegiatan Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance)
sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4 ditetapkan oleh
Penyelenggara Pelayanan dengan mengacu pada manual book
peralatan dan dituangkan dalam buku Manual Operasi.

Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) sebagaimana
dimaksud pada butir 3.2.4 terdiri atas:

a. Pemeliharaan harian;

b. Pemeliharaan mingguan;

c. Pemeliharaan bulanan; dan

d. Pemeliharaan tahunan.

Pemeliharaan harian sebagaimana dimaksud pada butir 3 ~ 6 huruf a
bertujuan untuk mengetahui kondisi operasional peralatan yang
kegiatannya dilakukan setiap hari dengan menggunakan sistem
aplikasi teknologi informasi dan/atau metode yang disusun oleh
Penyelenggara Pelayanan.

Pemeliharaan mingguan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.6
huruf b bertujuan untuk mengetahui kesiapan operasional antara
peralatan utama dan peralatan cadangan yang kegiatannya dilakukan
seminggu sekali dengan menggunakan sistem aplikasi teknologi
informasi dan/atau metode yang disusun oleh Penyelenggara
Pelayanan.

Pemeliharaan bulanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.6 huruf
¢ bertujuan untuk mengetahui kinerja dan nilai parameter peralatan
menggunakan built in test equipment dan/atau external tool yang
kegiatannya  dilakukan sebulan sekali dilakukan dengan
menggunakan metode yang disusun oleh Penyelenggara Pelayanan.
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Pemc'-araan tahunan sebagaim: .dimaksud pada butir 3.2.6 huruf
d bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan fungsi setiap bagian
dari sistem peralatan yang kegiatannya dilakukan setahun sekali
dengan menggunakan metode yang disusun oleh Penyelenggara
Pelayanan.

Metode Pemeliharaan yang disusun penyelenggara Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 "1n 3.2.10 harus
disampaikan kepada Direktur untuk persetujuan dan dituangkan
dalam dokumen Manual Operasi setelah disetujui.

Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) dapat dilakukan
paling lama 3 (tiga) bulan sekali untuk fasilitas telekomunikasi
penerbangan sebagai berikut:

a. VHF-A/G portable;

b. Voice recorder paling banyak 8 (delapan) Channel berupa personal
computer yang dilengkapi dengan back up peralatan dan
uninterruptable power supply (UPS) sesuai dengan kapasitas
peralatannya; dan

c. peralatan teleprinter berupa personal computer yang dilengkapi
uninterruptable power supply (UPS) sesuai dengan Kkapasitas
peralatannya.

Peme'*-araan Perbaikan (corrective maintenance) sebagaimana
dimaksud p: ' butir 3.2.3 huruf b dilakul--~ oleh Penyelenggara
Pelayanan untuk mengembalikan fungsi fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang mengal-—i gangguan atau kerusakan ke kondisi
normal.

Pemeliharaan perbaikan (corrective maintenance) sebagaimana
dimaksud pada butir 3.2.13 dilaksanakan melalui kegiatannya sebagai
berikut
analisis kerv kan;
penggantian komponen/modul/bagian/unit;
perbaikan modul/ bagian/unit/perangkat lunak;
mo " “ikasi,

condisi atau overhaul; dan
alignment berupa kegiatan teknis yang meliputi per ituran
(setting), konfigurasi ulang (reconfiguration) dan/atau penyetelan
(tunning) pada  hardware maupun  software far’'*as
telekomunikasi penerbangan.

~0o Q0 oW

Kegiatan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3 dapat
dilaksanakan secara onsite dan/atau remote sesuai -andar
Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan yang tertuang di Manual
Operasi Penyelenggara Pelayanan.

Kegiatan Pemeliharaan secara onsite sebagaimana dimaksud butir
3.2.15 merupakan kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan Personel

- Teknik dengan datang langsung ke lokasi penempa‘-~ fasilitas

telekomunikasi  penerbangan untuk kegiatan Pem ' araan
pencegahan (preventive maintenance) dan Pemeliharaan perbaikan
(corrective maintenance).
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Kegiatan Pemeliharaan secara remote sebagaimana dimaksud pada
butir 3.2.15 merupakan kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan
oleh Personel Teknik secara jarak jauh diluar lokasi penempatan
fasilitas  telekomunikasi  penerbangan untuk  Pemeliharaan
pencegahan (preventive maintenance).

Kegiatan Pemeliharaan secara remote sebagaimana dimaksud pada

butir 3.2.17 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Personel Teknik dapat mengetahui kondisi operasional fasilitas
dari jarak jauh;

b. tersedia backup peralatan dan catu daya untuk meningkatkan
ketersediaan (availability) dan kontinuitas (continuity) fasilitas
telekomunikasi penerbangan; dan

c. Pemeliharaan secara onsite tetap dilakukan dalam kurun waktu
tertentu.

Dalam kondisi tertentu Direktur Jenderal dapat melakukan pengujian
terhadap fasilitas telekomunikasi penerbangan yang telah dilakukan
Pemeliharaan oleh penyelenggara pelayanan untuk memastikan
kesiapan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang digunakan untuk
pelayanan.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud butir 3.2.19 antara lain:

a. terdapat laporan kegagalan dan/atau penyimp gan Kkinerja
fasilitas telekomunikasi penerbangan; dan

b. pertimbangan aspek keselamatan penerbangan.

Pencatatan riwayat Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada butir
3.2.1 huruf ¢ dilaksanakan oleh Personel Teknik pada :tiap fasilitas
telekomunikasi penerbangan sesuai dengan format pencatatan riwayat
Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang tercantum
dalam Lampiran II huruf B Keputusan ini.

Pencatatan riwayat Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada butir
3.2.21 " us diketahui dan ditandatangani oleh penar ungjawab
fe¢ litas telekomunikasi penerbangan yang ditunjuk oleh
Penyelenggara Pelayanan.

Pencatatan riwayat Pemeliharaan dibuat untuk setiap fasilitas
telekomunikasi penerbangan dalam bentuk hardcopy yang diletakan
pada fasilitas tersebut yang memuat informasi sebagai berikut:

nama, merek dan tipe;

. part number dan serial number,

tanggal/bulan/tahun instalasi;

tanggal/bulan/tahun flight inspection (flight commisioning, periodic
dan special) untuk fasilitas telekomunikasi penerbangan yar
harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang
-undangan;

penggantian atau pemindahan unit/ bag’~~/ modul,

modifikasi;

rekondisi; dan

relokasi fasilitas.

oo o
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Penyelenggara Pelayanan harus menyimpan seluruh riwayat
Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan selama fasilitas
tersebut digunakan untuk pelayanan telekomur ™ asi penerbangan
baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy.

EVALUASI KINERJA FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Penyelenggara Pelayanan harus melakul 1 evaluasi kinerja fasilitas
telekomunikasi penerbangan secara bulanan dan tahunan.

Eva' 1si kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan digur '
untuk menen’ tan perencanaan Pemeliharaan selanjutnya dan
sebagai acuan dalam penentuan tingkat kesiapan fasilitas
telekomunikasi penerbangan.

Tata cara evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C Keputusan
Direktur Jenderal ini.
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Penyelenggara Pelayanan harus melakukan pencatatan kegiatan
Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) dan Pemeliharaan
perbaikan  (corrective = maintenance) fasilitas  telekomunikasi
penerbangan dalam buku catatan fasilitas (facility log book) dengan
contoh format buku catatan fasilitas (facility log book) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II huruf D Keputusan Direktur Jenderal
ini.

Buku catatan fasilitas (facility log book) sebagaimana dimaksud pada

butir 4.1 dibuat untuk setiap peralatan berupa hardcopy dan/atau

aplikasi berbasis teknologi informasi yang paling sedikit memuat:

a. tanggal/bulan/tahun/jam pelaksanaan Pemeliharaan;

b. catatan atas pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan pencegahan dan
perbaikan termasuk kondisi operasional fasilitas;

c. nama dan tanda tangan personel teknik  yang
melaksanakan Pemeliharaan; dan

d. "ma dan tanda tangan penanggungjawab fasilitas.

Buku catatan fasilitas (facility log book) berupa  hardcopy
diletakkan di dekat peralatan atau dapat dikumpulkan pada satu
tempat untuk beberapa peralatan yang berada di lokasi yang sama.

Penyelenggara Pelayanan harus menyimpan buku catatan fasilitas
(facility log book) berupa hardcopy dan/atau softcopy paling singkat
selama 5 (lima) tahun.
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Penyelenggara Pelayanan harus melaporkan hasil evaluasi kinerja
dan Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan secara
berkala dan/atau khusus kepada Direktur dan Kepala Kantor
setempat sebagai tembusan.

Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 dilaporkan
setiap bulan yang terdiri dari :

a. laporan bulanan kondisi fasilitas telekomunikasi
penerbar 1 dengan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran II huruf E Keputusan Direktur Jenderal ini;

b. laporan bulanan terjadinya kerusakan dan kegiatan
perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan dengan format
sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf F Keputusan
Direktur Jenderal ini;

c. laporan bulanan evaluasi kinerja fasilitas
telekomunikasi penerbangan dengan format sebagaimana
tercantum pada Lampiran I huruf G Keputusan Direktur
Jenderal ini.

Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 dilaporkan
setiap terjadinya kerusakan fasilitas telekomunikasi penerbangan dan
dilaporkan kembali ketika kegiatan perbaikan telah selesai sesuai
dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf H
Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pelaporan hasil evaluasi kinerja dan Pemeliharaan
fasilite  telekomunikasi penerbangan dapat menggunakan sistem
berbasis teknologi informasi yang dilengkapi dengan fitur notifikasi
setiap adanya perubahan data, dengan tetap mengacu pada format
sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen ini.

Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi laporan hasil evaluasi
kinerja dan Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang
disampaikan Penyelenggara Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
butir 5.1.
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Keandalan Fasilitas;

respon cepat dari personel Pemeliharaan atas kegagalan;

pelatihan personel Pemeliharaan yang memadai;

desain peralatan yang menyediakan aksesibilitas dan Pemeliharaan
komponen yang mudah;

dukungan logistik yang efisien;

penyediaan alat uji yang memadai; dan

g. peralatan dan/atau penunjang cadangan.

Ao o

=0

4, PENGUKUR"™ KEANDALAN (RELL*TILITY) DAN KETERSEDIAAN
(AVAILABILITY)
Nilai yang diperoleh untuk MTBF dalam prakteknya harus merupakan
sebuah perkiraan karena pengukurannya harus dilakukan dalam kurun
waktu yang terbatas. Pengukuran MTBF dalam kurun waktu yang
terbatas dapat menentukan variasi Keandalan (Reliability) dari fasilitas
yang dioperasikan.
Ketersediaan (Availability) juga penting karena mengindikasikan sejauh
mana fasilitas (atau kelompok fasilitas) tersedia bagi pengguna.
Ketersediaan (Availability) terkait langsung dengan efisiensi yang dicapai
dalam mengembalikan operasional fasilitas kembali normal.
Gambar berikut merupakan contoh kondisi fasilitas untuk menghitung
nilai Keandalan (Reliability) dan Ketersediaan(Availability), tidak
dimaksudkan untuk mewakili situasi sebenarnya di lapangan yar
biasanya melibatkan lebih banyak periode tidak beroperasi selama waktu
operasional yang ditentukan.

) a. A R i, g . ~ |
Operating — b ‘ I T
Non-operating - . - .
S, f, f; 5, A f.
== : Specified operating time - >
Actual operaling lime = 4 + o va, va, v+ 4,
a = operating penod

Non-operatinglme = s+ +g +f +f+.  +f
5 = scheduled shuddown period
f = fahure penod

Specified operating bme = Sum of actual operating ime and non-operating time

Dari contoh di atas, dapat diambil data sebagai berikut:

al+a2+a3+a4 +ad+ab+a7 = 5540 jam
sl = 20 jam
f1 = 2,5 jam
2 = 6,25 jam
f3 = 375 jam
f4 = 5 jam
5 = 2,5 jam

waktu operasional yang ditentukan = 5580 jam























